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Tesisini meneliti mengenai perlindungan hukum bagi nelayan terhadap pemenang lelang pada pel aksanaan
lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke di Jakarta Utara, dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Pelaksanaan Lelang Ikan berdasarkan Vendu
Reglement (VR) Pasal 49 lelang ikan merupakan lelang dikecualikan karena pada pelaksanaan lelang ikan
tidak dilakukan di hadapan pejabat |elang sebagaimana lelang pada umumnya. Tetapi mengingat fungsi dan
tujuan lelang ikan untuk kesejahteraan nelayan maka pelaksanaan lelang ikan di TPl Muara Angke
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DK Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Dalam pelaksanaan |elang berdasarkan Peraturan Gubernur DK
Jakarta tentang Pelelangan Ikan ini terdapat beberapa perbedaan dengan pelaksanaan |elang menurut
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan L elang Pelaksanaan
lelang ikan di TPI Muara Angke dilakukan dengan beberapa tahapan, di mana tahapan-tahapan tersebut
dilaksanakan seperti prosedur lelang pada umumnya tetapi terdapat beberapa tahapan yang berbeda. Namun
kenyataannya perlindungan hukum terhadap nelayan yang melakukan lelang ikan di TPl Muara Angke
masih lemah, hal tersebut terlihat dari munculnya kekurangan pembayaran lelang ikan di TPl Muara Angke.
Penyebabnya adalah karena pembeli yang sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh TPI tidak segera
menyel esaikan pembayaran harga lelang, tetapi ikan telah diserahkan kepada pembeli, untuk mencegah ikan
membusuk. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang ikan peneliti mengkaji secara
yuridis hubungan dan perbedaan pel aksanaan lelang ikan dan pelaksanaan |elang menurut peraturan yang
berlaku. Lelang ikan di Jakarta saat ini mengacu pada K eputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Dalam peraturan
tersebut pemerintah daerah kurang mengakomodasi dengan baik kebutuhan nelayan, karenaitu diperlukan
peraturan baru yang telah disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pihak-pihak peserta
lelang terutama nelayan pada pel aksanaan lelang ikan.

<hr>This thesis discusses about the legal protection for the fishermen to the winning bidder at fish auction
in the Muara Angke Fish Auction Place in North Jakarta, using normative research methods and qualitative
analysis methods. Vendu Reglement (VR) Article 49 stipulates that the fish auction is not conducted before
government auctioneer. But the function and purpose of fish auction is for the welfare of fishermen therefore
the fish auction in Muara Angke Fish Auction Place is regulated by the Governor of Jakarta Decree No. 149
of 1994 on Procedures for Implementation of the fish auction. In the auction pursuant to the Governor of
Jakarta Decree about the fish auction there are some differences with the auction according to VR and
Minister of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 on Auction Guidelines. Implementation of the fish
auction at Muara Angke Fish Auction Place done in several stages. Every stages are implemented as an
auction procedure in general but there are several different stages. But in reality the legal protection of
fishermen joining fish auction at Muara Angke Fish Auction Place is still wesak, it can be concluded from the
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appearance of lack of payment of the fish auction at Muara Angke Fish Auction Place. The reason isthe
buyer does not immediately settle auction price, but the fish have been delivered to the buyer, in order to
prevent the fish from rotting. To find out more about the auction of fish this thesis examined the relationship
and differences of fish auction between the aforementioned regulations. Fish auction in Jakarta today refers
to the Governor of Jakarta Decree No. 149 of 1994 on Procedures for Implementation of the fish auction.
This thesis concludes that the local governments needs to revise the fish auction regulation in order to
provide more legal protection to fishermen.



